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bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban
dan wewenang seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik
pada kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan dalam mewujudkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelengaraan
pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyakarat dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok tentang standar Standur Peluyanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Depok. .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana felab diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat IT Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4125);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan T.embaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terkahir
dengan Undang-UIndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846 diubah terakhir dengan peraturan);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro;
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar
Petayanan Publik.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Standar Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

Layanan Tamu/Resepsionis

Peminjaman Ruang/Tempat Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)

Layanan Penyuluhan Koperasi

Layanan Pelatihan Wirausaha Barmu (WUR)

Layanan Pendampingan Wirausaha Baru (WUB)

Layanan Surat Rekomendasi HAKI

Layanan Aplikasi UMKM DKerens (DEPOK KREATIV

ENERJIK DAN SUKSES)

8. Layanan Surat Keterangan UMKM Binaan

S D s W e

9. Layanan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kios
10. Layanan Klinik Bisnis
1'1. Layanan Aplikasi Toko Online



KEDUA

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan
oleh petugas/aparat pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Depok.

: Keputusan ini bertaku sejak tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Jul 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK,

.

DEDFE HIDAYAT, S.E. M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19730319 200212 1 006



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERAST DAN USAHA MIKRO

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
NOMOR : 903/61/kpts/DKUM/V11/2023
TANGGAL : 11 Juli 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PROFIL :

A. VISI: “Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”

B. MISI:
Datam mewujudkan Visi Kota Depok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memitiki Misi,

yaitu :

1.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan
lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan
partisipatif

Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan
ketahanan keluarga.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.

5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka dalam penetapan tujuan dan sasaran

jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok harus mengacu pula pada

tujuan sasara RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran

strategis ini adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan

tercapainya visi Pemerintah Kota Depok. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai

berikut :



Misi | Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan
berbasis Ekonomi Kreatif.

NO TUJUAN SASARAN
I | Terciptanya Tata Kelola Meningkatnya Kualitas Manajemen
Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Akutabel
Transparan
2 | Terciptanya koperasi dan Meningkatnya daya ssing koperasi

usaha mikro yang berdaya saing | dan Usaha Mikro

D. MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO ROTA DEPOK

Maklumat Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam
penyelenggaraan pelayanan publik bidang koperasi dan usaha mikro sebagai berikut :
“Dengan ini, kami menyatakan siap menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu
melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan
tidak sesuai standar kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku’.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen utama untuk
mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan.

3. Menyediakan pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.

4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berlaku santun dalam memberikan layanan
informasi publik.

5. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan
sederhana dan tidak berbelit-belit.

6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses

informasi.



E. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KOTA DEPOK

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Wali Kota Nomor 85 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha

mikro yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah dan

tugas pembantuan bidang koperasi dan usaha mikro.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

I. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan
kebijkan teknis bidang koperasi dan usaha mikro yang meliputi bidang kelembagaan,
pembinaan dan bina usaha koperasi; bidang pemberdayaan usaha mikro; dan hidang
pengembangan usaha mikro.

2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi
dan usaha mikro.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

F. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri
dari :

a. Kepala Dinas
Mempunyai tugas perumusan, penctapan, memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan
membina unit pelaksana teknis Dinas. Untuk melakukan tugasnya, Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evatuasi, pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan pelayanan koperasi dan
usaha mikro.

3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta
pengawasan pelayanan koperasi dan usaha mikro.

4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan kepegawaian
dan rumah tangga dinas.

5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis
meliputi bidang kelembagaan, pembinaan dan bina usaha koperasi; bidang
pemberdayaan usaha mikro; dan bidang pengembangan usaha mikro.

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.

7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas Kinerja instansi
pemerintah.

8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang
tugasnya.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

. Sekretariat Dinas

Dipimpin oleh Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melakukan administrasi umum,
penggordinasian, perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.
Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; (3) Sub Bagian
Keuangan dan Aset.

Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi

Dipimpin oleh Kepala Ridang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi,
mempunyai tugas dinas dibidang kelembagaan dan sumber daya manusia,
pengawasan, bina usaha, evaluasi dan pengendalian koperasi serta melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan
sumber daya manusia koperasi.

. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan
sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan,
perlindungan usaha mikro, pemantauan, analisis, evatuasi dan petaporan di Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro.



€.

Bidang Pengembangan Usaha Mikro

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai tugas
melaksanakan Sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan
teknis, fasilitasi pengembangan usaha mikro, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan
Usaha Mikro.

Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas
dalam melaksanakan Sebagia tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA
DEPOK

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL] KOTA NOMCR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KEPALA DIRAS

,‘_-_'T:—:T' SEKRETARIAT
i
i
I | B
' [F====== ke e 3 1
t | SUK DAGIAN IMUM DAN | [ SUS BAGIAN PURENCANAAN SLB BAGHAN
! KEPEDAW AN EVALL'AS] DAN PELAPORAN KEUANGAX DAN ASET
'
........... | e Pt Y
E ; 7 7
BIDANG KELLMBAGAAN. I ; 3 .
5= i BIDANG FEMBERDAYAAN BIDANG PENGEMBANGAN
PENGAWASAN DAN BINA USAHAL ' e AN
XCPERAM 5: LSAHA MIKRO USAHA MIKRO
|
|
|
|
i
__.J.____._ ] .——]—
KELOMPOR : KELOMPOR KELOMPOK
JABATAN N JABATAN JABATAN
FLNGS ONAL " FUNGSIDNAL FURNG SLONAL
|
'
!
l
|
'
it
! [}
WALL KOTA DEPOK.
™R

Garis Koerdinast o . .o ow o

Garis Kowande :

K-H. MOHAMMAD IDRIS

20



1. STANDAR PELAYANAN

A. JENIS PELAYANAN
1; Layanan Tamu/Resepsionis
Peminjaman Ruang/Tempat Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)
Layanan Penyuluhan Koperasi
Layanan Pelatihan Wirausaha Baru (WUB)
Layanan Pendampingan Wirausaha Baru (WUB)
Layanan Surat Rekomendasi HAK!
Layanan UMKM DKerens (DEPOK KREATIV ENERJIK DAN
SUKSES)

NS v R W

&

Layanan Surat Keterangan UMKM Binaan

9. Layanan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kios
10. Layanan Klinik Bisnis

11.  Layanan Aplikasi Toko Online

B. STANDAR PELAYANAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA
DEPOK



1. Layanan Tamu/Resepsionis

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

LAYANAN TAMU/KONSULTASI
| NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 W Persyaratan 7 a. Konsultasi )
1. Warga/Masyarakat Kota
Depok
2. Membawa Identitas diri/surat
tugas
3. Mengisi buku tamu
b. Permintaan Data/Penelitian/lzin |
Magang/PKL
; 1. Surat permohonan permintaan
| data/izin magang/PKL dari
instansi
! 2 Surat asli  rekomendasi/ |
! persetujuan permintaan data
dari Kesbangpol Kota Depok
2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Tamu menghubungi petugas
: penerima tamu dengan
menyerahkan Kartu |

Identitas/Surat Penugasan
Petugas Penerima Tamu mencatat
maksud kedatangan tamu dalam
Buku/QRIS Tamu kemudian
memberikan Kartu Tanda |
Pengenal untuk Tamu.
3. Petugas menghubungi Pejabat
vang bersangkutan dan tamu |
disilahkan untuk menunggu di

B

ruang tunggu }
4. Petugas mengantarkan tamu |
menemui pejabat yang
bersangkutan atau pejabat datang
menemu tamu @ ruang ungga
tamu
5. Setelah selesai tamu menyerahkan |

kembali kartu Tanda Pengenal
untuk Tamu ke petugas, dan
Petugas mengembalikan Kartu
Identitas

[P¥)
i

- Jangka Waktu Pelayanan

, Jam Operasional Layanan Kerja

Senin-Kamis 08.00-15.00




Istirahat 12.00-13.00
' Jumat 08.30-15.30

Isttrahat 11.30-13.30

4. | Biaya/Tarif

Tanpa dipungut biaya

f Produk Pelayanan

i

I. Konsultasi
2. Data, Izin Magang/PKL

6. | Penanganan Pengaduan. Saran dan
| Masukan/Apresiasi

Setiap pengaduan atau keluhan dapat
disampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha

 Dibaleka II ), Alamat JI. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
. Telp.(021) 29402268 Atau email :

| dkumdepok@gmail.com

¢ upepdkum(@gmail.com

Instagram -

| @dkumdepok

| Website :

| https://dkum.depok.go.id/

. SIGAP Lapor

l https://sigap.depok.go.id/

i

' Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd. |

i

PENéELOLAAN PELAYANAN

1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara

Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851 );

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
7 Tahumn 2021
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayvaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

Nl

Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 Tahun 2021 :
[ Kemudahan, Perlindungan, dan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun |

Republik Indonesia Tahun 1999 |

tentang |

Peraturan Menteri Koperasi dan |

tentange |




Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro. Kecil dan |
Menengah

4. Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan |
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 |
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tugas dan Fungsi |
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi |
dan Usaha Mikro

Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas “'

P
.

Gedung Dibaleka II,Lt.7

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Bukw/QRIS Tamu

ATK dan Stempel

Internet

FNEWN

Kompetensi Pelaksana

Minimal D3

Berpenampilan rapi E
Mampu berkomunikasi dengan |
baik

W

Pengawasan Internal

; Monitoring dan Evaluasi Sekretaris Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro
{ Jumlah Pelaksana 1-2 Orang
. Jaminan Pelayanan . Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

| Jaminan Keamanan dan Keselamatan
| Pelayanan

| 1. Keamanan data pengguna layanan

dijamin keamananimya. 1
2. Tersediannya peralatan keamanan dan

keselamatan di tempat layanan sepertz |

APAR

. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

. 1. Monitoring dan Evaluasi Kepala

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2. Survey Kepuasan Masyarakat

8 5




2. Peminjaman Ruang/Tempat Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
PEMINJAMAN RUANG/TEMPAT BALAI PELATIHAN KOPERASI (BALATKOP)

| NO | KOMPONEN

| URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

i1

! Persyaratan

] Masyarakat Umum/ Orgamisasi Perangkat
Daerah Dinas Kota Depok

b

| Sistem Mekanisme dan Prosedur

I. Mengajukan surat permohonan |
peminjaman ditujukan ke Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro _
Petugas menerima dan meneruskan surat |
permohonan ke Pimpinan

Petugas membalas surat permohonan ke
pemohon

b

fya

[¥8]
¢

| Jangka Waktu Pelayanan

[ Biaya/Tarif

| Tanpa dipungut biaya

b
i

Produk Pelayanan

Peminjaman dan Fasilitas Ruangan Balai
. Pelatihan Koperasi

S —

Penanganan Pengaduan, Saran

| dan Masukan/Apresiasi

|
|

i

Setiap pengaduan atau keluhan  dapat

| disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan

| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
(Lantai 7, Gd. Dibaleka II ), Alamat J1. Margonda

| Raya Nomor 54, Depok. Jawa Barat Indonesia |

Telp.(021) 29402268 Atau email :

dkumdepok(@gmail.com

upepdkum@gmail.com

Instagram -

{@dkumdepok

f Website -

| https://dkum.depok.go.id/

i SIGAP Lapor

1 https://sigap.depok.go.id/

PENéELOLAAN PELAYANAN

1

| Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang
'l Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor |
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);




Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7

Tahun 2021 tentang Kemudahan, |

Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil. dan
Menengah:

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun |

2021 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021Tahun
2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85
Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi |

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Sarana dan Prasarana dan/atau
_‘ Fasilitas

7

O\ LR e

[e—
.

4 Ruangan Balatkop berkapasitas 25-70
orang/ruangan

Kursi Belajar

Infokus

Sound System

Papan Tulis

AC

Internet

Kompetensi Pelaksana

Pendidikan Mir SMA
Mampu berkomunikasi dengan baik

Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi Bidang Sekretariat

; Jumlah Pelaksana

(2 orang

. Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

| Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan

L.

2,

Keamanan data pengguna layanan
dijamin keamanannya

Tersediannya peralatan keamanan dan

keselamatan di tempat layanan seperti
APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

. Monitoring dan Evaluasi Kepala Dinas :

Koperasi dan Usaha Mikro
Survey Kepuasan Masyarakat




3. Layanan Penyuluhan Koperasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

PENYULUHAN KOPERASI
| NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
'1 | Persyaratan | 1. Masyarakat Umum
2. UKM Kota Depok
3. Peserta Wira Usaha Baru
1 2. | Sistem Mckanisme dan Prosedur I. Mengajukan surat permohonan
penyuluhan  koperasi kepada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
Kota Depok !
2. Pemohon memberikan kontak
person yang dapat dihubungi "
3. Petugas memberikan  surat |
pemberitahuan ke Kecamatan
[ mengenai penyuluhan koperasi |
4. Petugas melakukan koordinasi |
dengan Kasi Ekonomi dan
; Pembangunan/Koordinator WUB |
di Kecamatan sekota Depok
; 5. Menjadwalkan kegiatan
| penyuluhan koperasi :
6. Pemohon akan dihubungi oleh
! petugas terkait jadwal penyvuluhan
| koperasi
13. | Jangka Waktu Pelayanan - Akan diinformasikan kemudian
4. Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kegiatan penyuluhan koperasi
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan | Setiap pengaduan atau kelulan dapat |
Masukan/Apresiasi disampaikan langsung ke Kantor
‘ | Pelavanan Dinas Koperasi dan Usaha
| Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd. |
Dibaleka II ), Alamat J1. Margonda Raya
| Nomor 54. Depok. Jawa Barat Indonesia |
 Telp.(021) 29402268 Atau email :
| | dkumdepok@gmail.com
: : ' upepdkum(@gmail.com
| e
: | Website -
| I | https://dkum.depok.go.id/
- SIGAP Lapor
l i I https://sigap.depok.go.id/




|

| PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

1.

9

Undang-Undang Nomor 28 Tahun |

1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas |

dari  Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara |
Repubhk Indonesia Tahun 1999 |

Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia
Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer |

7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan

Pemenintah Nomor 7 Tabuni
2021 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan

. Peraturan Menteri Koperasi dan

Pemberdayaan Koperasi dan |

Usaha  Mikro, Kecil dan
Menengah

Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021

Tentang Kedudukan  Susunan |
Orgamnisasi, Tugas dan Fungst |

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

| Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

[o—
.

Ruang Pertemuan/Balai Pelatihan
Koperasi

Komputer, Pnnter dan Scanner;
ATK dan Stempel;

Internet;

Kompetensi Pelaksana

W R W

Pendidikan D3
Memahami perkoperasian

Mampu berkomunikasi dengan |

baik
Mampu mengoperasionalkan

computer dengan baik




Pengawasan Internal

Monitoring dan evaluasi  Bidang

' Kelembagaan, Pengawasan dan Bina |

Pelayanan

it

| Usaha Koperasi
9 Jumlah Pelaksana 2 orang
|6 | Jaminan Pelayanan . Sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Keamanan data pengguna layanan

dijamin keamanannya.

2. Tersediannya peralatan keamanan |
dan keselamatan di tempat
layanan seperti APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

1. Monitoring dan Evaluasi Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
2. Survey Kepuasan Masyarakat




4. Layanan Pelatihan Wirausaha Baru (WUB)

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
PELATIHAN WIRAUSAHA BARU

| NO | KOMPONEN *i URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 | Persyaratan ' 1. Pelaku Usaha Mikro Kota Depok |

2. Warga Kota Depok dibuktikan

dengan KTP Depok J
\ 3. Batasan Usia 17-34 Tahun é

4. Bukan ASN, TNI dan Polri

5. Diutamakan belum  pemnah
mengikuti pelatthan Wira Usaha |
Baru (WUB)

6. Mengisi profil usaha bagi vang
sudah memiliki usaha dan
proposal usaha bagi yang belum

| 7. Lulus seleksi

(2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur I. Pelaku Usaha Mikro |
mendaftarkan diri di Aplikasi
Dkerens

2. Petugas memverifikasi data |
pelaku usaha mikro

3. Petugas menghubungi pelaku |
usaha yang terseleksi administrasi |

4. Petugas menjadwalkan untuk
wawancara dengan pelaku usaha |

5. Petugas menginformasikan
jadwal pelatihan

3. | Jangka Waktu Pelayanan . Akan diinformasikan kemudian
4. | Biaya/Tarif | Tanpa dipungut biaya
3 Produk Pelayanan Sertifikat Pelatihan
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan | Setiap pengaduan atau keluhan dapat
Masukan/Apresiasi disampaikan langsung ke Kantor
| | Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha |
Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd. |
Dibaleka II ), Alamat JI. Margonda Raya
i . Nomor 34. Depok. Jawa Barat Indonesia |
Telp.(021) 29402268 Atau email :
| dkumdepok@gmail.com |
l i i upepdkum@gmail.com l
§ i | Instagram - |
; | (@dkumdepok [
! | Website :




| https:/dkum.depok.go.id/

{ SIGAP Lapor

| https://sigap.depok.go.id/

1

PEN(‘}ELOLAAN PELAYANAN

T

Dasar Hukum

)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas |

dari  Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 |

Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Peraturan Pemenintah (PP) Nomor |

7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah |
Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Peraturan

Pemernintah Nomor 7 Tahun;:
2021 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan |
Organisasi, Tugas dan Fungsi |

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro;

Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 40 Tahun 2023 Tentang |

Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 20 Tahun 2022
Tentang Pedoman  Program
Wirausaha Baru

)

Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

. Ruang Pertemuan/Balatkop




~

Meja, Kursi, Komputer, Printer

| Pelayanan

dan Scanner;
3. ATK dan Stempel;
4. Internet;
3 Kompetensi Pelaksana 1. Minimal D3
2. Mengusai Komputer
3. Menguasai Bidang Usaha Mikro
4. Mampu berkomunikasi dengan |
baik
|4 | Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Bidang
| | Pemberdayaan Usaha Mikro
'35 | Jumlah Pelaksana ' 3-4 Orang
6 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan SOP
Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Keamanan data pengguna layanan

dijamin keamanannya. ;

2. Tersediannya peralatan keamanan |
dan keselamatan di tempat
layanan seperti APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

1. Monitoring dan Evaluasi Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




5. Layanan Pendampingan Wirausaha Baru

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

PENDAMPINGAN WIRAUSAHA BARU

NO | KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Persyaratan

I. Telah mengikuti pelatthan Wira
Usahabaru (WUB) yang diadakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro di tahun berjalan

2. Bersedia mengikuti sesi
pendampingan sesuai dengan jadwal
yang berlaku

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

Jadwal yang ditentukan oleh pendamping
masing wilayah kelurahan

- Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 6 Bulan pendampingan

4. Biaya/Tarif

Tanpa di pungut biaya

3. Produk Pelayanan

Konsultasi

Masukan/Apresiasi

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan

Setiap pengaduan atau keluhan dapat
disampaikan  langsung ke Kantor
Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd.
Dibaleka II ), Alamat J1. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
Telp.(021) 29402268 Atau email :
dkumdepok@gmail.com
upepdkum@gmail.com

Instagram :

@dkumdepok

Website :

https://dkum.depok.go.1d/

SIGAP Lapor

https://sigap.depok.go.1d/

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
dari  Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);




2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Petaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha  Mikro, Kecil dan
Menengah

4. Pcraturan Wali Kota Dcpok
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kata Namor 85 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

5. Peraturan Wahi Kota Depok
Nomor 40 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 20 Tahun 2022
Tentang  Pedoman  Program

Wirausaha Baru

Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Ruang Pertemuan/Balatkop
Megja, Kursi, Komputer, Printer
dan Scanner;

ATK dan Stempel;

Internet;

L

—re

Minimasl D3

Memiliki

Mengusai Komputer

Menguasai Bidang Usaha Mikro
Mampu berkomunikasi dengan
baik

o S Nl

Pengawasan Internat

Monitoring dan  Evaluasi Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah Pelaksana

63 Orang Pendamping Kelurahan




Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Keamanan data pengguna layanan

Pelayanan dijamin keamanannya.

2. Tersediannya peralatan keamanan
dan  kesclamastan  di  tompat
layanan seperti APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 1. Monitoring dan Evaluasi Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Survey Kcpuasan Masyarakat




6. Layanan Surat Rekomendasi HAK1

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
SURAT REKOMENDASI HAKI

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPATAN LAYANAN

1

Persyaratan

. Pelaku Usaha yang usaha

berdomisili di Depok

. Memiliki Produk dan Profil Usaha

vang memuat (Nama Pemilik,
KTP, Alamat Usaha, Jenis Usaha,
Nama Produk, Nama Merek
Dagang, Perizinan Jika sudah ada,
Logo dan Nomor Telepon yang
dapat dihubungi)

. Mcmiliki NIB
. Memiliki modal maksimal 1

milyar dan memiliki omset
maksimal 2 milyar

Sistem Mekanisme dan Prosedur

. Petugas

. Petugas

. Pelaku usaha mengajukan surat

permohonan surat rekomendasi
HAKI dan profil usaha ke Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

menerima surat
permohonan dan profil usaha dari
pelaku usaha

memverifikasi
kelengkapan berkas

. Jika dokumen sudah sesuai,

petugas membuat draft surat
rekomendasi HAKI

. Petugas menghubungi pelaku

usaha untuk memberikan surat
rekomendasi HAKI vang telah

ditandatangani Kepala Dinas
Usaha Mikro Kota Depok

3. Jangka Waktu Pelayanan ' 3 hari kerja

4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Rekomendasi HAKI




6. Penanganan Pengaduan, Saran dan | Setiap pengaduan atau keluhan dapat
Masukan/Apresiasi disampaikan  langsung ke Kantor
Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd.
Dibaleka II ), Alamat JI. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
Telp.(021) 29402268 Atau email :
dkumdepok@gmail.com
upepdkum@gmail.com
Instagiain :
(@dkumdepok
Website :
https://dkum.depok.go.id/
SIGAP Lapor
https://sigap.depok.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negars Yang Bersih dan Bebas
dari  Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah,;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahuan 2021 tentang

Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha  Mikro, Kecit dan
Menengah

4. Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021




Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

2 | Sarana dan Prasarena dan/atau Fasilias | [, Ruang
Pertemuan/Balatkop/Wisma
Hijau

2. Meja, Kursi, Komputer, Printer
dan Scanner;

3. ATK dan Stempel;

4. Internet;

3 Kompetensi Pelaksana 1. Minimal D3

2. Mengusai Komputer

3. Menguasgi Bidang Usaha Mikre

4. Mampu berkomunikasi dengan
baik

4 Pengawasan Internal Monitoring dan  Evaluasi Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro
5 Jumlah Pelaksana 2 Orang
6 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan SOP
i Jaminan Keamanan dan Keselamatan l. Keamanan data pengguna layanan
Pelayanan dijamin keamanannya.

2. Tersediannya peralatan keamanan
dan keselamatan di tempat
layanan seperti APAR

8 Evaluasi Kinesja Pelaksanaan I. Monitoring Jdan Evaluasi Kepala

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




7. Layanan UMKM DKerens (DEPOK KREATIV ENERJTK DAN SUKSES)

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
UMKM DKERENS (DEPOK KREATIV ENERJIK DAN SUKSES)

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan 1. Warga ber-KTP Depok
2. Memiliki usaha berlokasi di
Depok
2. ‘Sistem Mekanisme dan Prosedur I. Masyarakat khususnya pelaku
usaha mendaftarkan usahanya

melalui website/aplikasi dkerens
https://umkmdkerens.depok.go.id/
dengan melengkapi persyaratan
sebagai  berikut (KTP. KK,
Proposal/Profil  Usaha, Nama
Produk, Foto Produk, NIB, Alamat
Email dan Nomor Telepon Aktif)

2. Pelaku Usaha memperoleh kode
member dari sistem Dkerens

3. Jangka Waktu Pelayanan

10-15 menit

4. | Biaya/Tanf | Tanpa dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Database UMKM

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan | Setiap pengaduan atau keluhan dapat
Masukan/Apresiasi disampaikan  langsung ke Kantor

Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd.
Dibaleka II ), Alamat JI. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
Telp.(021) 29402268 Atau cmail :

| dkumdepok@gmail.com

upepdkum@gmail.com
Instagram :

- @dkumdepok

Website :

i https://dkum.depok.go.id/

SIGAP Lapor
https://sigap.depok.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun
1999  tentang  Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II
Depok dan Kotamsdya Daergh |




Tingkat II Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik
Indonesia 3828);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
dari  Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan
Kopcrasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021Tahun 2021
tentang Kemudahan,
Pertindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 6 Tahun 2023 ientang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 40 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nemeor 20 Tahun 2022
Tentang  Pedoman  Program
Wirausaha Baru

Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

[—y

Ruang Pertemuan/Balatkop
Komputer, Printer dan Scanner;
ATK dan Stempel;




4. Internet;

3 Kompetensi Pelaksana 1. Minimal D3

2. Mengusai Komputer

3. Menguasai Bidang Usaha Mikro

4. Mampu berkomunikasi dengan
baik

4 Pengawasan Internal Monitoring dan  Evaluasi  Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro
5 Jumlah Pelaksana 3-4 Orang
6 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan SOP
7 ' Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Keamanan data pengguna layanan
| Pelayanan dijamin keamanannya.

2. Tersediannya peralatan keamanan
dan keselamatan di tempat layanan
seperti APAR

8 Evaluasi Kinerja Pelaksanasn 1. Menitoring dan Evaluasi Kepala

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




8. Layanan Surat Keterangan UMKM Binaan

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

SURAT KETERANGAN UMKM BINAAN

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan . Pelaku usaha yang usaha
berdomisili di Depok
. Memiliki Produk dan Profil Usaha
. Memiliki NIB
. Moemiliki nomor
registrasi/member di Dkerens
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur . Pelaku usaha mengajukan surat

permohonan surat keterangan
UMKM Binaan ke Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro

. Pelaku menyertakan profil usaha

yang memuat (Nama Pemilik,
KTP, Alamat Usaha, Jenis Usaha,
Nama Produk, Nama Merck
Dagang, Perizinan Jika sudah ada,
Logo dan Nomor Telepon yang
dapat dihubungi)

. Petugas menerima surat

permohonan dan profil usaha dan
pelaku usaha

. Petugas memverifikasi

kelengkapan berkas

. Petugas  melakukan  survey

lapangan terkait validasi data
kesesuaian dengan data yang
diberikan pelaku usaha

. Petugas membuat berita Acara

Survei lapangan

. Jika dokumen sudah sesuai,

petugas membuat draft surat
keterangan UMKM Binaan

. Petugas menghubungi pelaku

usaha untuk memberikan surat
keterangan UMKM Binaan yang




telah ditandatangani Kepala Dinas

Usaha Mikro Kota Depok
3, Jangka Waktu Pelayanan 5 hari kerja
4, Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

i Produk Pelayanan

Surat Keterangan UMKM Binaan

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan/Apresiasi

Setiap pengaduan atau keluhan dapat
Setiap pengaduan atau keluhan dapat
| disampaikan  langsung ke Kantor
| Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd.
Dibaleka IT ), Alamat JI. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
Telp.(021) 29402268 Atau email :
dkumdepok@gmail.com
upepdkum@gmail.com

Instagram :

@dkumdepek

Website :

https://dkum.depok.go.id/

SIGAP Lapor

https://sigap.depok.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Ncgars Yang Borsih dan Bobas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha  Mikro, Kecil dan
Menengah

3. Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 6 Tahun 2023 tentang




Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

Ruang Pertemuan/Balatkop

. Meja, Kursi, Komputer, Printer
dan Scanner;

3. ATK dan Stempel;

Internet;

DO =

Kompetensi Pelaksana

Minimal D3
Mengusai Komputer
Menguasai Bidang Usaha Mikro

Mampu berkomunikasi dengan
baik

W -

Pengawasan Internal

Moniloring  dan  Evaluasi
Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang

Jumiah Pelaksana

2 Oranp

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1. Keamanan data pengguna layanan
dijamin keamanannya,

2. Tersediannya peralatan keamanan
dan keselamatan di tempat
layanan seperti APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

1. Monitoring dan Evaluasi Kepala
Dinas Koperasi dan Ussha Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




9. Layanan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kios

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK
PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA KIOS

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 | Persyaratan | 1. Warga ber- KTP Depok |
2. Memilki usaha yang berlokasi di
) Depok
1 2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur ? I. Pelaku usaha  mengunduh
formulir i

http://bit.ly/formpendaftarankios
lalu mencetall/prim formulir

19

Pelaku usaha mengisi formulir |
sebagai berikut :

Form 1 : Permohonan Kios

Form 2 : Profil Usaha

Form 3 : Surat Pernyataan

. Pelaku usaha melengkap: berkas |
foto kopi KTP, KK, Pas Foto 4x6,
materai dan menandatangani surat |
pernyataan yang sudah |
ditandatangani di atas materai,
masing-masing | lembar 1

W

4. Pelaku usaha mendatangi petugas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
di Lt7 Gedung Dibaleka 2,
| _ | Kantor Wali Kota Depok
‘< i : menyerahkan berkas formulir dan
menandatangani Surat Perjanjian
Kerjasama di atas materai

5. Melaporkan Surat Perjanjian
g Kerjasama ke Pihak Pengelola

Kios
' 3. Jangka Wakuwu Pelayanan . 5 Han Kena
4. | Biaya/Tarif { Tidak dipungut biaya
3. Produk Pelayanan Surat Perjanjian Kerjasama
| Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui |
| Pentyediaan Prasarana
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan | Setiap pengaduan atau keluhan dapat
' Masukan/Apresiasi | disampaikan langsung ke Kantor

l | 5iPelayanan Dinas Koperasi dan Usaha




Mikro Kota Depok (Gd. Dibaleka II, Lt.7
), Alamat di JI. Margonda Raya Nomor
54, Depok, Jawa Barat Indonesia

Email :

dkumdepok@gmail.com
upepdkum@gmail.com

Instagram :

@dkumdepok

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

I. Undang-Undang Namor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
dari  Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
7  Tabun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengabh;

G

. Pergturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

4. Perataran Wali Kota Depok
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kaoperasi
dan Usaha Mikro

2 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Ruang Pertemuan/Balatkop
2. Komputer, Printer dan Scanner;




ATK dan Stempel;
Internet;

nal o

Kompetensi Pelaksana

Minimal D3

Mengusai Komputer

Menguasai Bidang Usaha Mikro
Mampu berkomunikasi dengan
baik

P =

Pengawasan Internal

Monitoring dan  Evaluasi Bidang

Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah Pelaksana

2 Orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1, Keamanan data pengguna layanan
dijamin keamanannya.

2. Tersediannya peralatan keamanan
dan keselamatan di tempat
layanan seperti APAR

Evatuasi Kinerja Peiaksanaan

f. Monitoring dan Evaluasi Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




10. Layanan Kiinik Bisnis

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

KLINIK BISNIS
NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPATAN LAYANAN
1 Persyaratan Seluruh Usaha Mikro yang ada di Kota
Depok
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur Konsultasi tatap muka langsung

3. Jangka Waktu Pelayanan

Sesuai Jam Kerja

4. | Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

& Produk Pelayanan

Konsultasi

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan/Apresiasi

Setiap pengaduan atau keluhan dapat
disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok (Lantai 7, Gd. Dibaleka II ), Alamat
J1. Margonda Raya Nomor 54, Depok, Jawa
Barat Indonesia

Telp.(021) 29402268 Atau email :
dkumdepok@gmail.com
upepdkum@gmail.com

Instagram :

@dkumdepok

Website :

https://dkum.depok.go.id/

SIGAP Lapor

https://sigap.depok.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara Yang Bersib dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;




6.

Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021Tabun 2021 teotang
Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6
Tahun 2023 temtang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 85 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sarana dan Prasarana dan/atau

Fasilitas

Ruang/Aula Kegiatan
Komputer dan ATK

Kompetensi Pelaksana

P L e

Minimal D3

Memiliki sertifikat BNSP Keahlian
Mengusai Komputer

Menguasai Bidang Usaha Mikro
Mampu berkomunikasi dengan baik

Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi Kcpala Bidang
Pengembangan

Jumlah Pelaksana

2 Orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1

2.

Keamanan data pengguna layanan
dijamin keamanannya.

Tersediannya peralatan keamanan
dan keselamatan di tempat layanan
seperti APAR

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

. Monitoring dan Evaluasi Kepala

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Survey Kepuasan Masyarakat




11. Layanan Aplikasi Toko Online

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

APLIKASI TOKO ONLINE
NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan 1. Warga ber-KTP Depok
2. Memiliki usaha berlokasi di
Depok
3. Produk datam masuk kategon
kuliner, pakaian dan kerajinan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir penayangan
produk UMKM pada alamat
website
https://oleholeh.depok.go.id
yang sudah disiapkan

2. Peserta menyiapkan data yang
dibutuhkan (Nama pemilik,
alamat, nama usaha, nama
produk, legalitas
{(NIB/PIRT/Halal, HAKI) foto
produk dan harga produk, media
sosial, kontak WA

3. Petugas memverifikasi dan
menginput data UMKM di
etalase

4. Petugas memberitahu UMKM
bahwa produknya sudah tayang

3. Jangka Waktu Pelayanan

2 jam setelah data diterima lengkap

4. Biaya/Tarif

Tanpa dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Pemasaran Online

Masukan/Apresiasi

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan

Setiap pengaduan atau keluhan dapat
disampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Setiap pengaduan atau
keluhan dapat disampaikan langsung ke
Kantor Pelayanan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Depok (Lantai 7, Gd.
Dibaleka IT ), Alamat JI. Margonda Raya
Nomor 54, Depok, Jawa Barat Indonesia
Telp.(021) 29402268 Atau email :
dkumdepok@gmail.com
upepdkum(@gmail.com

Instagram :

(@dkumdepok




Website :
https://dkum.depok.go.id/
SIGAP Lapor
https://sigap.depok.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN

i

' Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
3851);

Peraturan  Pemerintah  (PP)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Monongaly,

Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
2021Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisast, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro

' Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

[y

w N

Ruang Kerja

. Komputer, Printer dan Scanner

Internet

Kompetensi Pelaksana

N

Minimal D3

. Mengusai Komputer




3. Menguasai Bidang Usaha Mikro
4. Mampu berkomnikasi dengan

baik

4 Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Kepala Bidang

‘ Pongembangan

5 Jumlah Pelaksana 2 Orang

6 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan dan SOP

7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan l. Keamanan data  pengguna

Pelayanan layanan dijamin keamanannya,
2. Tersediannya peralatan

keamanan dan keselamatan di
tempat layanan seperti APAR

8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 1. Monitoring dan Evaluasi Kepala

Dinas Koperasi dan  Usaha
Mikro
2. Survey Kepuasan Masyarakat




C. PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Penanganan pengaduan masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Depok dapat melalui :

L.

oo kWD

¥

o N

Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
https://dkum.depok.go.id/

Email : dkumdepok(@gmail.com atau upepdkum@gmail.com

Instagram : @dkumdepok

Nomor Telepon Kantor Dinas : 02129402268

Whatsapp : 0859106653279

Aplikasi SIGAP dan SPAN LAPOR

Call Center 119 dan 112

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Gedung Dibaleka Lt.7, JI. Margonda Raya
No.54 Kota Depok

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK,

2L LA LA

Pembina Tk.l/ IVb
NIP. 19730319 200212 1 006



